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BAB. V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan 

pengolahan serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dari itu 

dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Kewenangan dalam melakukan penyidikan di Indonesia, oleh undang-

undang ditugaskan kepada lembaga kepolisian. Lembaga kepolisian itu 

sendiri merupakan lembaga yang bekerja dengan sistem komando, artinya 

apa yang telah diatur dan diperintahkan dari atas, maka itulah yang harus 

dilaksanakan mulai dari pusat sampai ke daerah. Pada saat melakukan 

tugasnya polisi melakukan sesuai dengan apa yang diatur dan 

diperintahkan, sehingga khusus mengenai penyidikan, polisi penyidik 

akan melakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam Perkap Nomor 14 

Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap 

Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga pada 

saat adanya laporan dari masyarakat yang merasa hak dan kewajibannya 

telah dilanggar maka polisi dalam hal ini penyidik akan bekerja sesuai 

dengan aturan aturan yang ada. Pada kedua perkap tersebut tidak didapati 

adanya penyidikan khusus menyangkut perkara kepailitan, sehingga 

apabila ada laporan yang masuk yang berhubungan dengan kepailitan tetap 
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diproses dengan proses penyidikan seperti biasanya. Proses penyidikan 

yang dilakukan terhadap kurator dapat menghambat proses kepailitan 

sehingga tujuan kepailitan bisa saja tidak dapat dicapai. Sebab pada saat 

kurator dilaporkan dalam menjalankan tugasnya maka kurator tidak dapat 

melaksanakan tugasnya secara baik untuk mengurus dan mengelola harta 

pailit karena harus dihadapkan dengan laporan dan pemeriksaan oleh 

penyidik, bahkan apabila kurator tersebut ditahan maka ia tidak dapat 

melaksanakan tugasnya. Disatu sisi laporan adalah hak setiap warga 

negara, sehingga siapa saja berhak membuat laporan. Pada satu sisi yang 

lain Kepolisian sebagai lembaga yang diberi tugas oleh undang-undang 

untuk menerima laporan. Sampai pada saat ini belum ada perbedaan antara 

laporan biasa dan laporan tentang kepailitan, sehingga apabila adanya 

laporan dari masyarakat yang menyangkut kepailitan, yang masuk kepada 

pihak kepolisian maka polisi dalam hal ini polisi penyidik akan melakukan 

penyelidikan dan penyidikan seperti biasanya yang tercantum dalam 

KUHAP.  

2. Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU kurang 

memberikan perlindungan hukum kepada kurator pada saat menjalankan 

tugasnya. Pada Pasal 72 secara tegas menyatakan bahwa Kurator 

bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam 

melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan 

kerugian terhadap harta pailit, artinya apabila kurator melakukan kesalahan 

maka kurator harus bertanggung jawab. Undang-undang tidak mengatur 
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adanya perlindungan khusus terhadap kurator apabila kurator bekerja sesuai 

koridor yang ditetapkan oleh undang-undang, kurator bertindak sesuai 

dengan amanat yang diberikan yaitu mengamankan harta pailit. Tidak 

adanya jaminan kepastian atau perlindungan terhadap kurator ini yang 

menyebabkan profesi kurator sangat rentan dengan kriminalisasi. 

B. Saran 

1. Perlu adanya aturan khusus mengenai proses penyidikan yang menyangkut 

perkara kepailitan yang dapat menjadi pedoman bagi polisi dalam 

melakukan tugasnya. Kepolisian juga diharapkan lebih dapat meningkatkan 

sumber daya dan pengetahuan yang lebih luas akan peraturan perundang-

undangan yang ada, sehingga diwaktu yang akan datang lebih dapat 

memilah laporan yang masuk dalam kepailitan dan laporan pidana biasa.  

2. Perlu adanya perubahan peraturan yang melindungi kurator dalam 

menjalankan tugasnya dan perlu adanya batasan waktu dalam proses 

penyelesaian kepailitan agar proses kepailitan tidak berlarut-larut. Salah 

satu bentuk perlindungan tersebut adalah adanya hak imunitas terhadap 

kurator dalam melakukan tugas dan kewenangannya, sepanjang kurator 

tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undang dan kode etik 

profesi. 
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